ABSTRAK PERATURAN
BUNGA OBLIGASI — PAJAK PENGHASILAN — PELAPORAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 85/PMK.03/2011 TANGGAL 23 MEI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.307)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Uu 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No0.49, TL No.3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No62, TLN No0.4999), UU 7
Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No0.3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), PP
16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.33 TLN No0.4982), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi
dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Penjual Obligasi wajib
memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan dan tanggal
perolehan Obligasi yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan/atau
diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan. Besarnya Pajak
Penghasilan atas bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities)
sebesar 15% (lima belas persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap
dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) Obligasi.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan
Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dari pembelian Obligasi
tersebut sebelumnya. Pemotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 wajib menyetor Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak. Pemotong
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan
tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan
pemotongan pajak. Apabila batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Kepmenkeu R
121/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan
Perdagangannya di Bursa Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2011.

- Lampiran halaman 1.
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